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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi 
menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang 
dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) dan 
Pajak Rokok. Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, 
salah satu jenis pajak yang sumber pendapatanya cukup besar adalah Pajak 
Kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang- Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefenisikan Pajak 
Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau peguasaan 
kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang 
dipungut oleh provinsi namun disetiap kabupaten diberikan kewenangan untuk 
memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri yang bertujuan untuk 
mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor disetiap 
kabupaten yang ada di provinsi Riau. 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan diketahui bahwa Realisasi 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 
rata-rata sebesar Rp.2.000.000.000 sampai Rp.3.000.000.000. Dan Rasio 
pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun waktu tiga tahun rata-
rata sebesar 11,50% hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor cukup baik. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Setiap daerah memiliki potensi dalam mengatur hak dan kewajiban. 
Hal ini dapat meningkatkan kepastian pemerintah daerah dalam memperoleh 
kemampuan untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat 
(Winarso, 2015). Potensi tersebut dapat diketahui dari seberapa mampu suatu 
daerah setempat, guna memberikan dan mengembangkan pembangunan demi 
kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga diperlukan pelaksanaan dan 
pengelolaan yang baik dalam berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, 
efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan maksimal daerah tersebut. 
Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi 
dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional 
berwawasan nusantara. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut 
adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang 
keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemampuan 
keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi Pendapatan 
Asli Daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli 
Daerah diperoleh dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Pajak Nasional 




merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut 
dapat memberikan beban yang adil. 
 Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Undang-Undang No.28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 
yaitu Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola 
oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) 
dan Pajak Rokok. 
Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, salah 
satu jenis pajak yang sumber pendapatanya cukup besar adalah Pajak 
Kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang- Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefenisikan 
Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau peguasaan 
kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang 
dipungut oleh provinsi namun disetiap kabupaten diberikan kewenangan 
untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri yang bertujuan untuk 
mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
disetiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Ada pun objek kendaraan 




Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku tahun 1968. Pajak 
Kendaraan Bermotor tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam 
pengambangannya mengalami penyesuaian-penyesuaian agar dapat 
mengikuti perkembangan ekonomi daerah dan negara.    
Adapun Jumlah Unit kendaraan bermotor di Provinsi Riau pada tahun 
2017-2019 sebagai berikut: 
Tabel I.1 
 Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019  
No. Tahun Jumlah Unit Kendaraan 
1 2017 1.313.656 
2 2018 1.363.857 
3 2019 1.395.804  
Sumber: Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau 2020 
 
Berdasarkan Tabel I.1 diatas, apabila dilihat dari objeknya, 
kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Riau cukup banyak. Hal ini 
dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah unit kendaraan bemotor sebesar 
1.313.656. Pada tahun 2018 jumlah unit kendaraan bermotor mengalami 
kenaikan sebesar 1.363.857. Dan pada tahun  2019 jumlah unit kendaraan 
bermotor di Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 1.395.804. Dapat 
dilihat dari penjelasan diatas bahwa  jumlah unit kendaraan bermotor setiap 
tahunya tidak mengalami penurunan melaikan mengalami kenaikan atau 
peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan kepemilikan kendaraan 
bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan 
daerah melalui penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak. Dalam sistemnya Wajib Pajak diharuskan melakukan 




pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang 
menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah. 
Tabel I.2 
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan 
Tahun 2017-2019 
No Tahun  Realisasi (Rp) Tunggakan (Rp) Persentase 
(%) 
1 2017 924.562.000.932 53.859.888.015 5.83% 
2 2018 1.049.393.906.888 106.103.070.433 10.12% 
3 2019 1.129.336.200.214 149.139.732.932 13.20%  
Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
 
Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah tunggakan 
Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun yang terjadi di Daerah 
Provinsi Riau. 
Pada tahun 2017 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 
Rp.924.562.000.932 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 
sebesar Rp.53.859.888.015 dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa 
persentase tunggakan yang terjadi sebesar 5.83%  dari realisasi tahun 2017.  
Kemudian pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 
sebesar Rp.1.049.393.906.888 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan 
Bermotor sebesar Rp.106.103.070.433 berdasarkan dari angka tersebut, 
menunjukkan bahwa persentase tunggakan yang terjadi sebesar 10.12% dari 
realisaasi tahun 2018.  
Selanjutnya pada tahun 2019 realisasai Pajak Kendaraan Bermotor 
sebesar Rp.1.129.336.200.214 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan 
Bermotor sebesar Rp.149.139.732.932 angka tersebut menunjukan bahwa, 




Dan pada tahun 2019 adalah tahun dengan tunggakan Pajak paling besar 
jumlahnya.Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu berupaya 
untuk lebih meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar 
penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan serta mengurangi 
jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor,  sehingga dapat memperlancar 
pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, 
maka penulis memilih judul: “POTENSI PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau? 
2. Apa hambatan yang dihadapi badan pendapatan daerah Provinsi Riau  
dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor? 
3. Apa upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah Provinsi Riau dalam 
meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 




1. Untuk mengetahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya 
meningkatkan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau. 
2.  Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kantor Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor.  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam peneilitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan 
pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang 
khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan potensi pajak kendaraan 
bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada 
badan pendapatan daerah provinsi riau. 
3. Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaiaan Tugas Akhir jurusan D3 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Soaial, Universitas Islam Negri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Peneilitian 
Lokasi peneilitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 





1.4.2 Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 
2020. 
1.4.3 Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat 
penulis melakukan penelitian, data ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara seeperti bentuk laporan, buku-buku, dokumen serta 
literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan. 
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara (Interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
langsung kepada pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau. 
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-
bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan 
yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah 
ada. 
 
1.5 Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriftif kualitatif 
yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan 
secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat 




1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 
yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan tugas 
akhir dengan uraian sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
 Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitiandan 
sistematika penulisan. 
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian yang meliputi sejarah Kantor Badan Pendaptan Daerah 
Provinsi Riau, Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau, struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau, dan uraian tugas (Job Description) Kantor 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Pajak 
Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Pajak Kendaraan 
Bermotor, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Dan 
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak 
Kendaraan Bermotor, Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak 




Penerimaan Pajak, Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan 
Islam, Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, 
Hambatan dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 
Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
BAB IV: PENUTUP 
 Bab ini berisikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta 









GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
2.1  Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) sebelumnya 
adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dinas Provinsi Riau adalah dinas 
yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah yang kemudian di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah.  
Kantor Badan Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat 
Gubernur Riau Nomor: KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang 
pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan 
dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pendapatan Provinsi Riau. 
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di 
sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 
PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada 





31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan 
Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau 
Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980. 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi 
aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan 
dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah 
tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah 
Tingkat I dengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau 
Nomor: 37/11/1982tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut: 
1. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai. 
2. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Tinagkat I Riau Kabupaten 
Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat. 
3. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau. 
4. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I kota madya 
Daerah. 
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan 





2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Adapun yang menjadi visi dan misi pada Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 
1. Visi 
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang 
Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan 
tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. 
2. Misi 
a. Meningkatkan Pendapatan Daerah 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
c. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. 
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Kepala Badan Pendapatan Daerah 
2.3 Struktur Organisasi 
Gambar II.1 
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi RiauSumber: Peraturan Gubernur Riau 









Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H. 
Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri 
dari: 
A. Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian perencanaan program 
b.  Subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik 
daerah.  
c. Subbagian kepegawaiaan dan umum.  
B. Bidang Pajak Daerah terdiri dari: 
a. Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 
b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya. 
c. Subbidang ferivikasi dan pelaporan pajak daerah.  
C. Bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan bagi hasil terdiri 
dari:  
a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.  
b.  Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak 
c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak. 
D. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari: 
a. Subbidang pengembangan sistem informasi. 
b. Subbidang pengembangan pendapatan 






E. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan terdiri dari: 
a. Subbidang pembukuan dan pelaporan 
b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah 
c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan 
F. Unit Pelayanan Teknis (UPT) 
  
2.4  Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
1. Kepala Badan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah. 
2. Sekretariat  
Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, 
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian 
Kepegawaian dan Umum.  
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program  
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Mempunyai tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Perencanaan Program. 
2. Menyiapakan bahan dan menghimpun usulan rencana 





3. melaksankan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah unit kerja. 
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur. 
5. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasi teknis. 
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
4. Kepala Subbagian Keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah  
Kepala Subbagian Keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah mempunyai tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan 
pengelolaan barang milik daerah. 
3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset. 
4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 






6. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 
penguasaan Badan Pendapatan Daerah. 
7. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan. 
5. Kepala Bidang Pajak Daerah 
Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan 
koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang 
Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan 
Pajak Daerah. 
6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kepala Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Mempunyai tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan 





4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
5. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi 
terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 
7. Melakukan evaluasi terhada prealisasi penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala. 
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan 
mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk 
peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor. 
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Liannya   
Kepala subbidang penerimaan pajak daerah lainnya mempunyai 
tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 





2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Pajak Daerah Lainnya 
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 
Daerah Lainnya. 
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya. 
5. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Lainnya secara berkala. 
7. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam 
rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 
8. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 
Daerah Lainnya 
9. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian 
penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 
10.  Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
8. Kepala Subbidang verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah  
Kepala subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah mempunyai 
tugas:  
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 





2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan 
Pelaporan Pajak Daerah. 
3. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi 
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
4. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke 
Kabupaten/Kota. 
5. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk 
penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah. 
6. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak 
Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota. 
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak 
Daerah, dan 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya 
9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana 
Bagi Hasil 
Kepala bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana 
Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 
tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 
Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang 





10. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 
Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak mempunyai 
tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Dana Bagi Hasil Pajak. 
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak 
dalam peningkatan pendapatan daerah. 
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak 
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum 
daerah. 
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil 
Pajak, dan 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
11. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak  






1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah. 
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
6. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
12. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan 
Kepala Bidang Pengolaan Data dan Pengembangan Pendapatan 
memepunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi tugas pada 
Subbidang Pengambangan Sisitem Informasi, Subbidang Pengenbangan 
Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan. 
13. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi  
Kepala Subbidang Pengembangan sisitem Informasi mempunyai 
tugas: 
1. Merencanakan Program/kegiatan dan pengangaran pada subbidang 





2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 
Sistem Informasi. 
3. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, 
Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
4. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di 
bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi 
Pendapatan. 
5. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
6. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis 
penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, 
sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
7. Menyelenggarakn Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan 
Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan. 
14. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan 
Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas: 
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengembangan Pendapatan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 






3. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan. 
4. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah. 
5. Menyusun standar administrasi dan pelayana pemungutan 
Pendapatan daerah. 
6. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan. 
15. Kepala Subbdidang Pengolahan Data Pendapatan  
Kepala Subbdidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:  
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 
Pengolahan Data Pendapatan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data 
Pendapatan. 
3. Mengiventarisasi mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk 
menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing- masing 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis. 
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data 
Pendapatan. 
5. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang 
Pengolahan Data Pendapatan. 
6. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, 





7. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 







4.1 Kesimpulan  
Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil 
data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis 
dapat menarik kesimpulan yaitu: 
1. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 
a. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.2.000.000.000 sampai 
Rp.3.000.000.000. Rata-rata realisasi tersebut selalu melebihi target 
yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
b. Rasio pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari 
persentasenya kenaikan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor selama kurun waktu tiga tahun rata-rata sebesar 11,50%. 
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor cukup baik berkat upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.  
2. Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pemungutan Pajak 
Kendaran Bermotor yaitu kurangnnya kesadaran masyarakat, adanya 
wwajib pajak baru yang masih menggunakan identitas wajib pajak lama 




3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi 
berupa pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya menaati 
peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta ditingkatkan 
baik sarana maupun prasarana penunjang setiap petugas guna 
meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dan melakukan razia di 
sejumlah titik jalan raya dengan berkerjasama dengan aparat porli agar 
mampu mengurangi jumlah besarnya penunggakan Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) di Provinsi Riau.    
 
4.2 Saran 
Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat 
disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 
1. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah objek pajak, maka akan lebih baik 
jika sering dilakukannya operasi terpadu untuk menjaring kendaraan 
bermotor yang belum didaftarkan sebagai objek Pajak kendaraan 
Bermotor.  
2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki 
kendaraan bermotor tentang seluk beluk pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor baik tujuan maupun sistem pemungutannya, sehingga kesadaran 




3. Bagi Wajib Pajak pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan 
identitas pemilik lama, maka diadakan sistem pengiriman Surat 
Pemberitahuan tentang berakhirnya masa berlakunya STNK kepada 
pemilik kendaraan bermotor, dimana di dalam formulir tersebut dalam 
kolom keterangannya ada kewajiban Wajib Pajak melaporkan 
kendaraannya yang telah dijual kepada pemilik baru beserta alamatnya, 
sehingga pemillik baru tersebut melaksanakan pajak ulang dan dapat 
diadakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  
4. Meningkatan Mutu Aparatur yang Handal dalam Pelayanan Memberikan 
pelatihan kepada aparatur yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak 
sehingga dapat memberikan pelayanan prima (excelent service). 
5. Selanjutnya memberikan pembebasan sanksi administrasi agar para 
penunggak pajak mau membayar Pajak kendaraan Bermotor. Serta 
mengirimkan Surat Perintah atau Teguran kepada pengusaha-pengusaha 
agar mereka mau untuk membayar tunggakan Pajak Kendaraan 
Bermotornya.    
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Daftar Pertanyaan Wawancara. 
1. Bagaimana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 5 tahun terakhir 
belakangan ini?  
2. Apakah setiap tahunnya sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan 
oleh pemerintah?  
3. Apa saja langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam 
mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?  
4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
dalam menigkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor? 
5. Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk 
menigkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor? 
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